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RINGKASAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan
secara langsung di Indonesia, merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi
yang berlangsung di Indonesia. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan untuk
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah untuk kurun waktu tertentu sesuai periodisasi kepemimpinan
kepala daerah. Dalam hal demikian terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan,
atau dalam perjalanan pemerintahan kepala daerah atau wakil kepala daerah
berhalangan sementara atau sedang berhadapan dengan hukum. Dalam kondisi
demikian, terjadi kekosongan jabatan kepemimpinan, sehingga diperlukan
pengisian jabatan kepala daerah dan menimbulkan problem baik secara filosofis,
teoritis, dan yuridis serta menarik diangkat menjadi sebuah penelitian bertaraf
Disertasi dengan judul: “Rekonstruksi PeraturanHukum Pengisian Jabatan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di
Indonesia”.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab isu hukum (legal issue), yaitu: (1)
Pengaturan pengisian jabatan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem
pemerintahan daerah di Indonesia. (2) Batas kewenangan pelaksana tugas (Plt)
Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan
pengaturan pengisian jabatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam sistem
pemerintahan daerah di Indonesia dan untuk menganalisis dan menemukan batas
kewenangan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam sistem pemerintahan
daerah di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu . penelitian
hukum yang menitik beratkan pada telaah analisis tentang norma-norma hukum
positif yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Adapun
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach,),
pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan filsafat (philoshopy
approach), dan pendekatan orientasi pembaruan (reform oriented approach).
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: bahan
hukum primer (primary sources or authorities), bahan hukum sekunder
(secondary sources or authorities), dan bahan hukum tersier (tertieary sources or
authorities). Selanjutnya teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum
diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum
selanjutnya diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait. Selanjutnya analisis
bahan hukum menempati posisi yang sangat penting adalah analisis yuridis
kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan pada penalaran hukum (legal
reasaning), penafsiran hukum atau intepretasi hukum (legal intepretation), dan
argumentasi hukum (legal argumentation) secara runtut.

Daerah otonom sama sekali tidak boleh lepas atau kosong dari
kepemimpinan Kepala daerah sebagai pemimpin di daerah. Hal ini dapat



disejajarkan dengan Negara yang tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan.
Kekosongan kepemimpinan di daerah harus segera diisi baik oleh pelaksana
harian (Plh) atau oleh pelaksana tugas (Plt) agar tidak terjadi kevakuman
pelaksana tugas rutinitas kepala daerah definitif. Ketika terjadi kekosongan
kepemimpinan di daerah, maka ada solusi alternatif penunjukan pelaksana harian
(Plh) atau Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah agar penyelenggaraan pemerintahan
daerah tetap berjalan lancar dan mantap, khususnya dalam melayani masyarakat di
daerah.

Pelaksana tugas berarti melaksanakan tugas rutinitas kepala daerah karena
kepala daerah definitif sedang berhalangan tetap. Makna berhalangan tetap dapat
bermakna karena kepala daerah definitif ditetapkan sebagai terpidana atas putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Di samping itu,
berhalangan tetap dapat dimaknai karena kepala daerah definitif meninggal dunia.

Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Pelaksana Tugas (Plt)
adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan tetap. Pelaksana harian (Plh) dan Pelaksana tugas (Plt) merupakan
pejabat yang melaksanakan tugas rutin berupa mandate.

Pelaksana harian (Plh) ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan di atasnya
apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7
(tujuh) hari kerja untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan
pejabat sementara (Pjs) juga dikenal dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia.

Setiap pemegang jabatan harus mempertanggungjawabkan tindakannya
secara hukum. Pertanggungjawaban hukum merupakan suatu aktivitas dari suatu
tindakan yang telah dilaksanakan atas suatu kewajiban atau beban. Dalam suatu
jabatan pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk kewajiban atas tindakan
yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tiada suatu perbuatan tanpa kewenangan,
tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan disertasi ini
adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembentukan Perundang-Undangan
. Teori Kewenangan
. Teori Pembatasan Kekuasaan
. Teori Pertanggungjawaban Hukum
. Konsep Pengisian Jabatan
. Konsep PLT, PJS, dan PLH
. Konsep Kepala Daerah
. Konsep Sistem Pemerintahan

03N L B~ W

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah
penulisan lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan hasil
penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini
sebagai berikut:
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1. Pengaturan pengisian jabatan pelaksana tugas (PIt) Kepala Daerah dalam
sistem pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) model,
yaitu: Pertama, pengisian jabatan Plt dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan
karena kepala daerah telah memasuki akhir masa jabatan, maka diangkat
“Penjabat” oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kedua, pengisian jabatan Plt dilakukan jika kepala daerah cuti di luar
tanggungan negara, seperti misalnya maju sebagai petahana dalam pemilihan
kepala daerah atau berhalangan sementara seperti misalnya karena dugaan
terlibat kasus hukum, maka ditugaskan seorang Plt oleh Menteri Dalam Negeri
dengan menunjuk wakil kepala daerah. Namun jika wakil kepala daerah ikut
mencalonkan diri, maka Menteri Dalam Negeri menunjuk eselon I
Kementerian Dalam Negeri atau Eselon I lainnya di luar Kementerian Dalam
Negeri sebagai Plt kepala daerah.

2. Batas kewenangan pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem
pemerintahan daerah di Indonesia diatur dengan 2 (dua) model, yaitu: Pertama,
jika PIlt kepala daerah diangkat dari unsur pejabat untuk menjabat jabatan Plt
kepala daerah (penjabat Gubernur atau Bupati), maka dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1)
dan ayat (3), Pasal 131 ayat (4), serta Pasal 132A ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005, jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun
2018. Akan tetapi batasan tersebut dikecualikan jika ada persetujuan tertulis
dari Menteri Dalam Negeri. Ini berarti memberikan kemungkinan Plt kepala
daerah melalukan tindakan jika terjadi urgensitas di daerah. Kedua, jika Plt
kepala daerah adalah  seorang wakil kepala daerah, maka ia dapat
melaksanakan tugas dan kewenangan seluas cakupan tugas dan kewenangan
kepala daerah definitif, karena terjadi transfer kewenangan dari kewenangan
atribusi dari kepala daerah definitif kepada Plt kepala daerah. Artinya cakupan
kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan adalah seluas
tugas dan kewenangan kepala daerah definitif sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 65 ayat (4), jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, sehingga ia melakukan tindakan atas diri sendiri bukan
bukan atas nama kepala daerah definitif. Oleh karena itu, keabsahan tindakan
Plt kepala daerah atas dasar kewenangan tersebut dapat diuji dan harus
dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Adapun wujud tindakan
hukum pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dapat beragam bentuk instrument
hukum, yaitu: regeling, beschikking, dan beleidsregel sepanjang tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan AUPB. Adapun tindakan Pelaksana tugas
(P1t) kepala daerah yang berkekuatan hukum tetap mengikat pihak-pihak yang
terkena tindakan baik perorangan maupun badan hukum perdata dan wajib
dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.
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Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, maka
rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya pengaturan yang jelas dan tersendiri
mengenai pengisian jabatan Plt kepala daerah dan mengenai wewenangnya.

2. Jika Plt kepala daerah diangkat dari unsur pejabat kementerian dalam negeri
maka perlu pengaturan tersendiri baik kewenangannya maupun kualifikasi
jabatannya, sehingga tidak sama dengan Plt yang ditugaskan dari unsur wakil
kepala daerah.

3. Selama ini antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain
terjadi tumpang tindih dalam pengaturan menganai Plt kepala daerah mulai dari
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan
Surat Edaran Badan Kepegawaian, sehingga perlu singkronisasi norma dengan
jalan perubahan.

viil



ABSTRACT

The elections of the regional head and deputy regional head in Indonesia
are simultaneously held so that it allows simultaneous casual vacancies. Casual
vacancy also can be caused by the regional head, and deputy regional head are
temporarily absent or dealing with the law. In the condition of the causal vacancy
on a leadership position, the fulfillment of the regional head position is required.
However, this process causes problems philosophically, theoretically, and
juridically, as well as interesting to be appointed as a dissertation entitled
"Reconstruction of Legal Regulations for the Fulfillment of Caretaker (PLT)
Position for Regional Head in Regional Government System in Indonesia." The
research problems to be studied are regarding the regulations for the fulfillment of
caretaker (PIt) position for the regional head in regional government system in
Indonesia and the limit of authority of caretaker for the regional head in regional
government system in Indonesia.

The aim of this study is to analyze and find out the regulations for the
fulfillment of the caretaker (PIt) position for the regional head and the limit of
authority in the regional government system in Indonesia.

The research method used was normative juridical research, legal research
focusing on the review analysis about positive legal norms set by the authorized
officer. The approaches used were the statue approach, conceptual approach,
philosophy approach, and reform-oriented approach.

The results of the study showed that (1) the regulations for the fulfillment
of caretaker (PIt) position for Regional Head in regional government system in
Indonesia are carried out with 2 (two) models: First, the fulfillment of caretaker
position is carried out if the casual vacancy occurs because the regional head has
entered his/her end of term, then appointing "Officer" by the Minister of Home
Affairs through the Decree of the Minister of Home Affairs is in accordance with
the provisions of applicable laws and regulations. Second, the fulfillment of the
caretaker position is carried out if the regional head is temporarily absent due to
becoming a candidate in a regional head election or is involved in the alleged
legal case, then appointing a caretaker by the Minister of Home Affairs is by
appointing the deputy a deputy regional head. (2) The limit of authority of
caretaker (PIt) for Regional Head in regional government system in Indonesia is
regulated by 2 (two) models: First, if caretaker of the regional head is appointed
from the element of the Ministry of Home Affairs, then in carrying out his or her
duties or authorities, he/she is limited in accordance with the provisions. It is also
in accordance with the Decree of the Minister of Home Affairs regarding his/her
appointment, but the limitation is meaningless and excluded if the written
approval from the Minister of Home Affairs exists. Second, if the caretaker of the
regional head is assigned from a deputy regional head, he/she can carry out duties
and authorities as broad as the duties and authorities of the definitive regional
head.
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